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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada tabel berikut : 
1. Konsonan 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 
 Ba B Be 
 Ta T Te 
 Sa S es (dengan titik di atas) 
 Jim J Je 
 Ha H ha (dengan titik di bawah) 
 Kha Kh ka dan ha 
 Dal D De 
 Zal Z zet (dengan titik di atas) 
 Ra R Er 
 Zai Z Zet 
 Sin S Es 
 Syin Sy es dan ye 
 Sad S es (dengan titik di bawah) 
 Dad D de (dengan titik di bawah) 
 Ta T te (dengan titik di bawah) 
 Za Z zet (dengan titik di bawah) 
 „ain „ apostrof terbalik 
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 Gain G Ge 
 Fa F Ef 
 Qaf Q Qi 
 Kaf K Ka 
 Lam L El 
 Mim M Em 
 Nun N En 
 Wau W We 
 Ha H Ha 
 Hamzah ‟ Apostrof 
Y Ya  Ye 
 Hamzah ( ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apa pun.  Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 
( ‟ ). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut : 
Tanda Nama  Huruf Latin Nama  
 Fathah A A 
 Kasrah I I 




Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :  
Tanda Nama  Huruf Latin  Nama  
 fathah dan yaa’ Ai a dan i 
 fathah dan wau Au a dan u  
 
Contoh: 
 : kaifa 
 : haula 
3. Maddah 
Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 




Nama  Huruf dan 
Tanda 
Nama  
…│  … Fathah dan alif atau 
yaa‟ 
A a dan garis di atas 
 Kasrah dan yaa‟ I i dan garis di atas 
 Dhammmah dan 
waw 
U u dan garis di atas 
 
Contoh: 
  : maata 
  : ramaa 
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  : qiila 
  : yamuutu 
4. Taa’ marbuutah 
Transliterasi untuk taa’marbuutah ada dua, yaitu taa’marbuutah yang 
hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya 
adalah [t].sedangkan taa’ marbuutah yang mati atau mendapat harakat sukun, 
transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan taa’ marbuutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, 
maka taa’ marbuutah itu ditransliterasikan dengan ha [h]. 
Contoh : 
 : raudah al- atfal 
 : al- madinah al- fadilah 
  : al-hikmah 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydid( ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 
perulangan huruf  (konsonang anda) yang diberi tanda syaddah. 
 Contoh : 
  : rabbanaa 
  : najjainaa 
  : al- haqq 
  : nu”ima 
  : ‘aduwwun 
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 Jika huruf  ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah ( ) maka ia ditranslitersikan sebagai huruf maddah menjadi i. 
 Contoh : 
  : „Ali (bukan „Aliyyatau „Aly) 
  : „Arabi (bukan „Arabiyyatau „Araby) 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf   
(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transiliterasi ini, kata sandang 
ditransilterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah 
maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 
yang mengikutinya. kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 
dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
 Contoh : 
  : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
  : al-zalzalah (az-zalzalah) 
  : al-falsafah 
  : al-bilaadu 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof („) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 
awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.  
Contoh : 
 : ta’muruuna 
 : al-nau’ 
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 : syai’un 
 : umirtu 
8. Penulisan Kata Bahasa Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa 
Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah 
atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan telah menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, atau lazim 
digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 
transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur‟an (dari Al-Qur’an), al-hamdulillah, 
dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu 
rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh : 
 Fizilaal Al-Qur’an 
 Al-Sunnah qabl al-tadwin 
9. Lafz al- Jalaalah ( ) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai mudaafilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa 
huruf hamzah. 
Contoh : 
 diinullah  billaah 
Adapun taamarbuutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-
jalaalah, ditransliterasi dengan huruf [t].contoh : 




10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All Caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
capital berdasarkan pedoman ajaran Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). 
Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri 
(orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama 
diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital 
tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika 
terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut 
menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf 
awal dari judul refrensi yang didahului oleh kata sandang al -, baik ketika ia 
ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). 
contoh: 
Wa ma muhammadun illaa rasul 
Inna awwala baitin wudi’ alinnasi lallazii bi bakkata mubarakan  
Syahru ramadan al-lazii unzila fih al-Qur’a 
Nazir al-Din al-Tusi 
Abu Nasr al- Farabi 
Al-Gazali 
Al-Munqiz min al-Dalal 
 Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan Abu 
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu 




Abu Al-Wafid Mummad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu Al-
Walid Muhammad (bukan : rusyd, abu al-walid Muhammad ibnu) 
Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, 
Nasr Hamid Abu) 
 
B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dilakukan adalah : 
swt. = subhanallahu wata’ala 
saw. = sallallahu ‘alaihi wasallam 
r.a = radiallahu ‘anhu 
H = Hijriah 
M = Masehi 
QS…/…4 = QS Al-Baqarah/2:4 atau QS Al-Imran/3:4 
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Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana analisis terhadap putusan 
pengadilan tata usaha negara tentang sengketa kepegawaian pada putusan 
nomor.47/G/2015/PTUN.Mks (Suatu Tinjauan Atas Siyasah Syari’ah)?. Pokok 
masalah tersebut selanjutnya di-breakdown ke dalam beberapa submasalah atau 
pertanyaan penelitian, yaitu: 1) Bagaimana pertimbangan hakim terhadap Surat 
Keputusan Walikota Makassar Nomor. 821.23.160-2015 pada Putusan 
Nomor.47/G/2015/PTUN.Mks, 2) Bagaimana pandangan siyasah syari’ah terhadap 
Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor.821.23.160-2015 pada Putusan 
Nomor.47/G/2015/PTUN.Mks? 
Jenis penelitian ini tergolong kualitatif atau dalam penelitian hukum disebut 
penelitian empiris dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: syar’ih dan 
yuridis-normatif. Adapun sumber data penelitian ini adalah Ketua Pengadilan dan  
Hakim, di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Selanjutnya, metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan 
studi kepustakaan. Lalu, teknik pengolahan data dilakukan dengan melalui empat 
tahapan, yaitu: reduksi data, klarifikasi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan yang diolah dengan teknik analisis data menggunakan metode analisis 
kualitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penilaian hakim terhadap Surat 
Keputusan Nomor 821.23.160-2015 yang dikeluarkan oleh Walikota Makassar telah 
melanggar Asas Kepastian Hukum, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan dan 
Asas Kecermatan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan sikap 
Walikota dalam menegluarkan Surat Keputusan Nomor 821.23.160-2015 
bertentangan dengan pandangan siyāsah syar’iyah karena melanggar 2 prinsip yaitu 
prinsip derajat kemuliaan manusia dan prinsip keadilan anti diskriminasi. 
Implikasi dari penelitian ini antara lain: 1) Walikota Makassar dalam 
mengeluarkan suatu Keputusan yang ditujukan langsung kepada bawahannya agar 
dapat memperhatikan dengan cermat isi dari keputusan tersebut sehingga tidak 
terdapat cacat-cacat material didalamnaya 2). Diharapkan para Tata Usaha Negara 
dalam menerbitkan sebuah keputusan harus lebih transparan dan terbuka serta 
mencantumkan alasan dan sebab agar tidak terjadi kesalahan dan tidak ada pihak 
yang merasa dirugikan. 




A. Latar Belakang Masalah 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam 
perubahan ketiga yang disahkan pada tanggal 10 November 2001 menegaskan bahwa 
Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka salah satu 
prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan 
lembaga peradilan yang merdeka, bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan 
ekstrayudisal untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan ketertiban, 




Karena Indonesia merupakan negara hukum, tiap tindakan penyelenggara 
negara harus berdasarkan hukum. Peraturan perundang-undangan yang telah 
diadakan lebih dahulu, merupakan batas kekuasaan penyelenggaraan negara. 
Undang-undang Dasar yang memuat norma-norma hukum dan peraturan-peraturan 
hukum harus ditaati juga oleh pemerintah atau badan-badannya sendiri.
2
  
Mengingat peranan negara semakin besar dan luas memasuki hampir seluruh 
aspek kehidupan masyarakat serta beranekaragamnya tantangan yang dihadapi yang 
berkembang dengan cepat dan menutut segera penyelesaian, maka untuk itu 
pemerintah memerlukan Freies Ermessen. 
                                                             
1
Ahmad Mujahidin, Peradilan Satu Atap Di Indonesia (Bandung; PT. Refika Aditama, 
2007), h.1. 
2
H. Salmon, Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam mewujudkan Suatu 
Pemerintahan yang Baik, vol.16 Nomor.4 (Oktober-Desember 2010), h.1. 
http://ejournal.unpatti.ac.id/ppr_iteminfo_lnk.php?id=89, (Diakses 1 Oktober 2016 pukul 18.30 wita.) 
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Freies Ermessen adalah wewenang yang diberikan kepada pemerintah untuk 
mengambil tindakan guna meyelesaikan suatu masalah penting mendesak, yang 
datang secara tiba-tiba dimana belum ada peraturannya. Jadi kebijaksanaan itu 
diambil tanpa dilandasi oleh peraturan umum yang memberikan kewenangan kepada 
administrasi negara untuk membuat kebijaksanaan tersebut
3
. Banyak konflik timbul 
disebabkan oleh cara-cara yang dipakai para pejabat administrasi untuk 
menyelenggarakan kehendak-kehendak negara tersebut yang kadang-kadang 
dianggap melawan hukum atau melanggar tata kesopanan.
4
 Keputusan pemerintah 
yang dianggap melanggar kepentingan perorangan atau badan hukum perdata dapat 
dimintakan pembatalannya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara tentunya 
berdasarkan prosedur yang berlaku yang diatur dalam perundang-undangan. Oleh 
karena itu, Peradilan Tata Usaha Negara diciptakan untuk menyelesaikan sengketa 
antara pemerintah dan warga negaranya, yakni sengketa yang timbul akibat adanya 
tindakan-tindakan pemerintah yang dianggap melanggar hak warga negaranya.
5
 
Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu peradilan di Indonesia 
yang berwenang untuk menangani sengketa Tata Usaha Negara. Berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah oleh Undang-
Undang Nomor. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.  Peradilan Tata 
Usaha Negara diadakan untuk menghadapi kemungkinan timbulnya perbenturan 
kepentingan, perselisihan, atau sengketa antara Badan atau Pejabat Tata Usaha 
Negara dengan warga masyarakat. Peradilan Tata Usaha Negara bertugas dan 
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berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara 
yang diajukan kepadanya oleh masyarakat atau objek penerima keputusan tersebut.  
Sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam pasal 1 angka 4  Undang-Undang 
Nomor.5 Tahun 1986 adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara 
antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha 
Negara  baik dipusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan 
Tata Usaha Negara (KTUN).
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Berdasarkan pengertian Sengketa Tata Usaha Negara terebut diatas, maka 
dapat diketahui bahwa sebab dan timbulnya sengketa Tata Usaha Negara sebagai 
akibat dari dikeluarklannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Pengertian 
Keputusan Tata Usaha Negara diatur dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor. 
5 Tahun 1986 yakni dari segi penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat  Tata  
Usaha  Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat kongkret, individual, final 
yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum  perdata.
7
 
Salah satu sengketa yang sering menimbulkan gugatan atau tuntutan yang 
diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sengketa kepegawaian. 
Penyelesaian sengketa kepegawaian telah diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-
Undang Nomor.43 Tahun 1999 bahwa sengketa kepegawaian diselesaikan melalui 
Pengadilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
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1986 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 juga menegaskan bahwa termasuk 
dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa kepegawaian. 
Sengketa kepegawaian dapat timbul dari tindakan-tindakan pemerintah dalam 
mengeluarkan suatu keputusan atau kebijakan yang memberikan dampak merugikan. 
Pemerintah dalam mengeluarkan hal tersebut mestinya mempunyai pertimbangan 
yang kuat jika keputusan atau kebijakan yang berdampak langsung kepada warga 
negara sehingga dapat menghindari sengketa yang kemungkinan akan timbul. 
8
 
Menurut ketentuan yang terdapat dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor. 9 Tahun 2004, orang atau badan hukum perdata yang  merasa  
kepentingannya  dirugikan oleh suatu Keputusan Tata usaha Negara dapat 
mengajukan gugatan tertulis ke pengadilan yang berwenang dengan tuntutan agar 
Keputusan Tata Usaha Negara tersebut yang disengketakan dinyatakan batal atau 
tidak sah. Menurut ketentuan pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 
2004, pengadilan yang berwenang maksudnya adalah pengadilan yang daerah 
hukumnya meliputi tempat kedudukan  tergugat.
9
 
Dari  uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Peradilan  Tata Usaha 
Negara adalah peradilan yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan 
sengketa Tata Usaha Negara termaksud sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
Seperti halnya pada putusan Nomor: 47/G/2015/PTUN.Mks yang diajukan 
oleh Faisal Jafar, SE.MM,. sebagai penggugat mengajukan gugatan kepada Walikota 
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Makassar. Adapun yang menjadi objek gugatan dalam sengketa tersebut adalah 
menyatakan batal atau tidak sahnya surat keputusan Walikota Makassar 
Nomor.821.23.160-2015 pada tanggal 16 Maret 2015 perihal pemberhentian dan 
pengangkatan pegawai negeri sipil dari dan dalam jabatan Struktural Eselon III dan 
IV dalam lingkup pemerintahan Kota Makassar. 
Akar permasalahan dari sengketa ini bermula pada objek gugatan yaitu surat 
Walikota Makassar Nomor.821.23.160-2015 ditujukan kepada Faisal Jafar, SE.MM 
dengan memberhentikan penggugat dari jabatan Struktural Eselon III dan 
menurunkan/menonjobkan penggugat sebagai Staf Bagian Umum Dpb pada asisten 
bidang pemerintahan Kota Makassar, serta mengangkat Andi Asminullah, SSTP., 
menggantikan penggugat. Demikian pula pemberhentian penggugat tersebut bukan 
untuk diangkat jabatannya atau setidaknya di mutasi ke jabatan yang setara 
melainkan menurunkan/menonjobkan sehingga tergugat merasa dirugikan oleh 
keputusan yang di keluarkan pejabat tata usaha tersebut dan mengajukan gugatan ke 
PTUN Makassar atas dasar keputusan tersebut tidak sah. 
Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian terhadap sengketa kepegawaian dengan judul “Studi Analisis Terhadap 
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tentang Sengketa Kepegawaian 
Nomor.47/G/2015/PTUN.Mks (Suatu Tinjauan Atas Siyāsah Syar’iyah )” 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan 
masalah yang akan menjadi dasar dalam penyusunan skripsi. Rumusan masalah ini 
terbagi atas dua antara lain, pokok masalah yaitu “Bagaimana Analisis Terhadap 
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tentang Sengketa Kepegawaian Pada 
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Putusan Nomor.47/G/2015/PTUN.Mks (Suatu Tinjauan Atas Siyāsah Syar’iyah)?”.  
dan sub masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap Surat Keputusan Walikota 
Makassar Nomor. 821.23.160-2015 pada Putusan 
Nomor.47/G/2015/PTUN.Mks? 
2. Bagaimanakah pandangan siyāsah syar’iyah terhadap Surat Keputusan 
Walikota Makassar Nomor.821.23.160-2015 pada Putusan 
Nomor.47/G/2015/PTUN.Mks? 
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Agar permasalahan yang dikaji dalam penulisan skripsi ini tidak terlalu luas 
dan menyimpang dari rumusan permasalahan yang ditentukan, maka penelitian perlu 
dibatasi permasalahannya sesuai dengan judul skripsi ini, maka penulis membatasi 
permasalahan tentang Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha 
Negara Tentang Sengketa Kepegawaian pada Putusan 
Nomor.47/G/2015/PTUN.Mks. 
1. Fokus Penelitian  
a. Studi Analisis 
b. Putusan Pengadilan 
c. Pengadilan Tata Usaha Negara 
d. Sengketa Kepegawaian 




2. Deskripsi Fokus  
a. Studi analisis adalah suatu kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu 
keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda 




b. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk 
tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai 
hasil dari pemeriksaan perkara gugatan.
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c. Pengadilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman 
bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.
12
 
d. Sengketa Kepegawaian adalah suatu sengketa yang timbul sebagai akibat 
ditetapkannya Keputusan Tata Usaha Negara  dibidang  Kepegawaian oleh 
Badan atau Pejabat yang berwenang mengenai kedudukan, hak, kewajiban, atau 
pembinaan Pegawai Negeri Sipil.
13
 
e. Siyāsah Syar’iyah  adalah ilmu yang mempelajari hal-hal dan seluk beluk 
pengaturan urusan dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan 
kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-
dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.
14
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Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 
Studi Analisis Studi analisi adalah suatu kegiatan berfikir 
untuk menguraikan suatu keseluruhan 
menjadi komponen sehingga dapat 
mengenal tanda-tanda komponen, hubungan 
satu sama lain dan fungsi masing-masing 
dalam satu keseluruhan yang terpadu. 
Putusan Pengadilan Putusan pengadilan adalah pernyataan 
hakim yang dituangkan dalam bentuk 
tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam 
sidang terbuka untuk umum sebagai hasil 
dari pemeriksaan perkara gugatan. 
Pengadilan Tata Usaha 
Negara 
Pengadilan Tata Usaha Negara adalah salah 
satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi 
rakyat pencari keadilan terhadap sengketa 
Tata Usaha Negara 
Sengketa Kepegawaian Sengketa Kepegawaian adalah suatu 
sengketa yang timbul sebagai akibat 
ditetapkannya Keputusan Tata Usaha 
Negara  dibidang  Kepegawaian oleh Badan 
atau Pejabat yang berwenang mengenai 
kedudukan, hak, kewajiban, atau pembinaan 
Pegawai Negeri Sipil. 
Siyāsah Syar’iyah  Siyāsah Syar’iyah  adalah ilmu yang 
mempelajari hal-hal dan seluk beluk 
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pengaturan urusan dan negara dengan segala 
bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan 
yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang 
sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh 
syariat untuk mewujudkan kemaslahatan 
umat 
D. Tinjauan Pustaka 
Dari penjabaran yang dikemukakan mengenai persoalan putusan Pengadilan 
Tata Usaha Negara pada sengketa kepegawaian maka berikut ini akan dikemukakan 
beberapa buku yang berkaitan dengan itu, diantaranya: 
Kotan Y. Stefanus dalam bukunya Mengenal Peradilan Kepegawaian di 
Indonesia diterbitkan oleh Raja Grafindo Persada tahun 1995. Buku ini menyatakan 
bahwa dengan berkembangnya konsep negara kesejahteraan, tujuan negara tidak lain 
adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan 
kesejahteraan tersebut, negara dituntut untuk turut mencampuri segala aspek 
kehidupan masyarakat yang tidak jarang (dalam hal ini Administrasi Negara dengan 
perbuatannya dapat menimbulkan kerugian maupun ketidaksenangan terhadap 
masyarakat). Dalam usaha memantapkan organisasi negara, salah satu masalah yang 
dihadapi adalah kekuasaan dapat disalahgunakan oleh pemegangnya. 
Penyalahgunaan kekuasaan itu akan menimbulkan kesewenang-wenangan.  
Ahmad Sukardja dalam bukunya Hukum Tata Negara dan Administrasi 
Negara Dalam Persfektif Fikih Siyāsah diterbitkan oleh Sinar Grafika pada tahun 
2014. Buku ini berisi karya intelektual tentang Hukum Tata Negara yang 
diintegrasikan dengan Fikih Siyāsah. Posisi ini diambil dikarenakan Hukum Tata 
Negara tidak dapat dilepaskan dari pemikiran Islam tentang negara, yang sejatinya 
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sejak zaman klasik sudah dinahas secara rinci. Buku ini juga sebagai ikhtiar untuk 
menyandingkan pemikiran Barat dengan pemikiran Islam tentang Hukum Tata 
Negara. Kedua tradisi intelektual ini tidak lagi dipisah-pisahkan sebagai 
perkembangan intelektual yang berbeda sama sekali, tetapi mendapatkan 
titiktemunya dalam substansi dan operasionalnya. 
Zairin Harahap dalam bukunya Hukum Acara Peradilam Tata Usaha 
Negara diterbitkan oleh Raja Grafindo Persada tahun 1997. Buku ini berisi tentang 
Indonesia sebagai negara hukum tengah berusaha meningkatkan kesejahteraan bagi 
seluruh warganya dalam segala bidang. Kesejahteraan itu hanya dapat dicapai 
dengan melaksanakan pembangunan yang multi kompleks sifatnya tidak dapat 
dipungkiri bahwa aparatur pemerintah memainkan peranan yang sangat besar. 
Konsekuensi negatif atas peran pemerintah tersebut adalah munculnya sejumlah 
penyimpangan-penyimpangan seperti koprupsi, penyalahgunaan wewenang, 
pelampauan batas kekuasaan dan sebagainya.  
Imam Al-Mawardi dalam bukunya, Hukum Tata Negara dan 
Kepemimpinan  dalam Takaran Islam yang diterjemhakan oleh Abdul Hayyie al-
Kattani, Kamaluddin Nurdin yang diterbitkan oleh Gema Insani Press pada tahun 
2000. Buku tersebut pada dasarnya menjelaskan bagaimana hukum tata negara Islam 
dan kepemimpinan agama menurut imam Al-Mawardi, termasuk di dalamnya 
menjelaskan lembaga administrasi beserta peradilannya dalam ketatanegaraan Islam. 
Nur Yanto dalam bukunya Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 
diterbitkan oleh Mitra Wacana Media tahun 2015. Buku ini menyatakan bahwa 
pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut pasal 1 angka 9 Undang-Undang 
Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu 
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penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang 
berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang 
menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. 
Dengan melihat beberapa buku yang dikemukakan diatas tidak satupun yang 
membahas tentang masalah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun, ada satu 
dua buku yang menjelaskan tentang putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tetapi 
belum signifikan didalam mengemukakan tentang hal tersebut karena itu diperlukan 
penelitian lanjutan. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Setiap penelitian memiliki tujuan dan kegunaan, adapun tujuan dan kegunaan 
penilitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Tujuan 
a. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim terhadap Surat Keputusan 
Walikota Makassar Nomor. 821.23.160-2015 pada Putusan 
Nomor.47/G/2015/PTUN.Mks 
b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan siyasah syari’ah terhadap Surat 








a. Secara Teoretis 
1. Sebagai masukan bagi ilmu pengetahuan yang berguna bagi perkembangan 
ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan khususnya hukum yang 
mengatur tentang pokok agraria di indonesia. 
2. Sebagai masukan untuk menambah ilmu pengetahuan pada para pembaca 
atau masyarakat pada umumnya pada penulis pada khususnya. 
b. Secara Praktis 
1. Memberikan jawaban terhadap pokok permasalahan yang diteliti. 
2. Memberikan gambaran mengenai Putusan Nomor.47/G/2015/PTUN.Mks di 






A. Pengertian Peradilan Tata Usaha Negara 
Berbicara tentang Pengadilan Tata Usaha Negara memang banyak 
masyarakat yang belum mengetahui hal tersebut, wajar karena Pengadilan Tata 
Usaha Negara tidak setiap Kabupaten ada seperti halnya Pengadilan Negeri, 
keberadaan Pengadilan Tata Usaha Negara biasanya ada di Provinsi. 
Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman 
bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.
12
 Dari pengertian 
tersebut dapat kita ketahui bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai tempat 
untuk mendapatkan kepastian hukum, kebenaran, ketertiban dan keadilan bagi 
masyarakat, karena sebagai tempat untuk mendapatkan kepastian hukum, kebenaran, 
ketertiban dan keadilan maka bagi mereka yang bekerja di Pengadilan Tata Usaha 
Negara harus orang-orang yang baik, arif dan bijaksana, jangan sampai orang yang 




Untuk dapat disebut peradilan, khususnya Peradilan Tata Usaha Negara, 
harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 14
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1. Adanya suatu instansi/badan yang netral dan dibentuk berdasarkan 
peraturan perundang-undangan, sehingga mempunyai kewenangan untuk 
memberikan putusan. 
2. Terdapatnya suatu peristiwa hukum konkrit yang memerlukan kepastian 
hukum. 
3. Terdapatnya suatu peraturan hukum yang abstrak dan mengikat secara 
umum. 
4. Adanya sekurang-kurangnya dua pihak. 
5. Adanya hukum formil. 
B. Tata Usaha Negara dan Kepegawaian 
1. Tata Usaha Negara 
Untuk memahami pengertian Tata Usaha Negara, berikut ini akan dijelaskan 
beberapa pengertian Tata Usaha Negara menurut beberapa ahli. 
Istilah Tata Usaha Negara dan Administrasi Negara mempunyai pengertian 
yang sama. Pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-
Undang Nomor 51 Tahun 2009, berbunyi: “Tata Usaha Negara adalah Administrasi 
Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan 
baik di pusat maupun di daerah”. 
Menurut Dimock dan Koening berpendapat, bahwa Administrasi Negara 
mempunyai pengertian yang luas, didefinisikan sebagai kegiatan dari negara dalam 
melaksanakan kekuasaan politiknya, sedangkan dalam pengertian sempit, 
Administrasi Negara didefinisikan kegiatan dari bada eksekutif dalam 
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penyelenggaraan pemerintahan.tugas administrasi adalah merumuskan kebijakan 
pelaksanaaan dari kebijakan politik yang telah ditetapkan sebelumnya.
15
 
Jhon M. Pfiffner dan Robert V. Prethus menjelaskan pengertian Administrasi 
Negara dengan beberapa ungkapan sebagai berikut: “Public administration involves 
the implementation of public policy wich has been determine by representative 
political badies” (Administrasi Negara meliputi implementasi kebijakan 
pemerintahan yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik). Pada 
bagian lain dikatakan bahwa “Public administration may be defined as the 
coordination of individual and group efforts to carry out public policy. It is mainly 
accupied with the daily work of governments” (Administrasi Negara dapat 
didefinisikan sebagai koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk 
melaksanakan kebijakan pemerintah. Hal ini terutama meliputi pekerjaan sehari-hari 
pemerintah). Penjelasan tersebut diakhiri dengan “In sum, public administration is a 
process concerned with carrying out puclic policies, en compassing innumerable 
skills and techniques give order and purpose to the efforts of large number of 
people” (Secara menyeluruh, Administrasi Negara adalah suatu proses yang 
bersangkutan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah, pengarah 
kecakapan-kecakapan dan teknik-teknik yang tak terhingga jumlahnya yang memberi 
arah dan maksud terhadap usaha-usaha sejumlah besar orang. 
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Menurut Bintoro Tjokroamidjojo Administrasi Negara adalah manajemen dan 




Dalam KKBI, administrasi diartikan sebagai: pertama, usaha dan kegiatan 
yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan 
pembinaan organisasi. Kedua, usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan 
penyelenggaraan kebijaksanaan serta mencapai tujuan. Ketiga, kegiatan yang 




Dari beberapa pendapat tersebut dapat diketahui bahwa Tata Usaha 
(Administrasi) Negara adalah badan atau pejabat negara yang melaksanakan tugas 
penyelenggaraan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. 
2. Kepegawaian 
a. Pengertian Kepegawaian 
Pada pembahasan ini definisi kepegawaian yang dimaksud adalah definisi 
dari Pegawai Negeri. Defenisi Pegawai Negeri ditetapkan dalam Pasal 1 huruf a 
Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1974 dengan perumusan sebagai berikut “Pegawai 
Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang 
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dan diserahi tugas dalam suatu jabatan Negeri atau diserahi tugas lainnya yang 
ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku”.19 
Pembagian jenis Pegawai Negeri Sipil tidak terlalu detail diatur dalam 
undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok Kepegawaian, sebab dalam 
pasal 2 Ayat (1) nya hanya menyebutkan Pegawai Negeri Sipil terdiri dari: 
1) Pegawai Negeri Sipil 
2) Anggota Tentara Nasional Indonesia  
3) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 
Dengan penjelasan poin b dan c akan diatur masing-masing dalam suatu 
Undang-Undang. Sementara itu, ayat (2) dalam pasal ini membagi Pegawai Negeri 
Sipil menjadi dua jenis, yaitu:
20
 
a) Pegawai Negeri Sipil pusat, yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil Pusat 
adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja pada Departemen, Lembaga 
Pemerintahan Nondepartemen, kesekretariatan Lembaga Negara, Instansi 
Vertikal di Daerah Provinsi Kabupaten/Kota, Kepaniteraan Pengadilan atau 
dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara lainnya. 
b) Pegawai Negeri Sipil daerah, yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil 
Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang 
gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja 
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pada Pemerintah daerah, atau dipeerjakan diluar instansi induknya. Pegawai 
Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diperbentukan di luar 
instansi induknya, gajinya dibebankan pada instansi yang menerima perbantuan. 
Disamping Pegawai Negeri sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 2 ayat (1), 
pejabat yang berwenang dapat mengangkat pegawai tidak tetap. Yang dimaksud 
dengan pegawai tidak tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu 
tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat 
teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan 
organisasi. Pegawai tidak tetap berkedudukan sebagai Pegawai Negeri. 
Penamaan pegawai tidak tetap mempunyai arti sebagai pegawai di luar PNS dan 
pegawai lainnya (tenaga kerja). Penamaan pegawai tidak tetap merupakan salah 
satu bentuk antisipasi pemerintahan terhadap banyaknya kebutuhan pegawai 
namun dibatasioleh APBD/APBN dalam penggajiannya. Pada dasarnya, 
kebijakan pengankatan pegawai tidak tetap diserahkan pada kebutuhan dari 
masing-masing instansi, namun sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 
48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai 
Negeri Sipil, tanggal 11 November 2005, semua pejabat pembina kepegawaian 
dan pejabat lain dilingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau 
yang sejenis, kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan 
Pemerintah No. 48 Tahun 2005 dilaksanakan sampai dengan tahun anggaran 
2009, namun sampai dengan tahun 2007, dalam proses pengangkatannya 
terdapat berbagai permasalahan yang tidak sesuai dengan keinginan dari 
Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2005. Pasal 3 ayat (1) berbunyi: 
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pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil diprioritaskan bagi 
yang melaksanakan tugas sebagai: 
1. Tenaga guru 
2. Tenaga kesehatan pada unit pelayanan kesehatan  
3. Tenaga penyuluh di bidang pertanian, perikanan, peternakan dan 
4. Tenaga teknis yang sangat dibutuhkan pemerintah21 
Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa apapun jenis 
kepegawaian dari seorang Pegawai Negeri Sipil, apakah itu PNS pusat, PNS daerah, 
Anggota TNI, Anggota Kepolisian, atau sebagai pegawai tidak tetap (tenaga honorer) 
sekalipun, kesemuanya itu, diadakan dengan tujuan dalam rangka kelancaran 
penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan nasional.
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b. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil 
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah proses kegiatan untuk mengisi 
formasi yang lowong. Lowongan formasi dalam suatu satuan organisasi Negara pada 
umumnya disebabkan adanya Pegawai negeri Sipil yang berhenti, meninggal dunia, 
mutase jabatan, dan adanya pengembangan organisasi.
23
 Pengadaan Pegawai Negeri 
Sipil ditempuh melalui prosedur sebagai berikut: 
1) Tahap Lamaran 
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Guna memenuhi kententuan pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yang 
memberi kesempatan kepada setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan 
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, maka setiap peneriman pegawai baru 
harus diumumkan secara luas. Sehingga dengan adanya pengumuman ini diharapkan 
setiap warga negara yang berminat dapat menggunakan kesempatan tersebut dengan 
sebaik-baiknya dan sebaliknya instansi yang membutuhkan diharapkan akan dapat 
memilih calon-calon yang dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk menduduki 
pekerjaan yang diberikan kepada yang bersangkutan. Pengumuman tersebut harus 
memuat hal-hal berikut: 
a) Jumlah dan jenis lowongan yang tersedia. 
b) Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelamar. 
c) Alamat tempat lamaran ditujukan. 
d) Batas waktu pengajuan surat lamaran. 
e) Dan lain-lainyang dianggap perlu. 
Surat lamaran harus dilengkapi dengan lampiran sebagai berikut: 
a) Daftar riwayat hidup. 
b) Salinan atau fotocopi surat tanda tamat belajar/ijazah yang dissahkan oleh 
pejabat yang berwajib seperti Kepala Sekolah, Camat dan lain-lain. 
c) Surat keterangan berkelakuan baik dari Polisi setempat. 




e) Surat pernyataan pelamar bahwa tidak pernah dihukum penjara atau kurungan 
berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah tetap, karena melakukan suatu 
tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada 
hubungannya dengan jabatannya. 
f) Surat pernyataan pelamar, bahwa ia tidak pernah terlibat dalam gerakan yang 
menentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah. 
g) Surat pernyataan pelamar, bahwa ia tidak pernah diberhentikan tidak hormat 
sebagai pegawai suatu instansi, baik instansi pemerintah maupun swasta. 
h) Surat pernyataan pelamar, bahwa ia tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri 
atau Calon Pegawai Negeri. 
i) Surat pernyataan pelamar, bahwa ia siap ditempatkan diseluruh Wilayah 
Republik Indonesia atau di negara lain yang ditentukan oleh pemerintah 
Indonesia. 
j) Salinan sah surat keputusan tentang pengalaman bekerja bagi pelamar yang telah 
mempunyai pengalaman bekerja. 
k) Surat keterangan lainnya yang diminta dalam pengumuman. 
l) Surat lamaran beserta lampiran dibuat menurut jumlah rangkap sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 
2) Tahap Penyaringan 
Penyaringan perlu dilakukan untuk memilih calon terbaik dan yang 
dipandnag cakap untuk menduduki lowongan pekerjaan yang tersedia dari sekian 
banyak calon yang melamar. Penyaringan ini dilakukan melalui 2 tahap, yaitu tahap 
penyaringan administratif dan tahap melalui ujian. 
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Penyaringan administratif dilakukan dengan meneliti syarat-syarat yang telah 
ditentukan dalam pengumuman, dengan jalan meneliti semua lampiran yang ada. 
Bagi calon yang lulus dalam penyaringan administrative dalam arti telah memenuhi 
semua syarat-syarat yang ditentukan dalam pengumuman, dapat mengikuti 
penyaringan tahap kedua yaitu ujian. Mereka dipanggil untuk mengikuti ujian, baik 
melalui surat maupun melalui pengumuman. 
Ujian diselenggarakan oleh panitia ujian yang diangkat oleh pejabat yang 
berwenang, pada waktu dan tempat yang sudah ditentukan dan telah diberitahukan 
kepada peserta ujian, baik melalui surat melalui pengumuman. Bahan ujian tersebut 
terdiri dari: 
a) Pengetahuan Umum. 
b) Pengetahuan Teknis. 
c) Pengetahuan lainnya. 
Calon-calon yang dinyatakan diterima, diumumkan oleh pejabat yang 
berwenang dan sekaligus diumumkan pula kemana dan kapan calon-calon 
tersebutmelaporkan diri atau mendaftarkan diri kembali. 
3) Tahap Pengangkatan 
Pengangkatan para calon yang diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, 
dilakukan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 20/1975 jo Surat EdaranKepala BAKN Nomor12/SE/1957, 14 
Oktober 1975, setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Badan Administrasi 
Kepegawaian Negara (BAKN). Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil 
ini merupakan suatu masa percobaan kepada mereka diberi penghasilan 80% dari 
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penghasilan yang harus diterima sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. 
Masa percobaan ini berlaku sekurang-kurangnya satu tahun dan paling lama 2 tahun. 
Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil, setelah memenuhu syarat: 
a) Telah menunjukan kesetiaan dan ketaatan penuh kepada Pancasila, Undang-
Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah. 
b) Mempunyai sikap dan budi pekerti yang baik. 
c) Mempunyai kecakapan dalam melakukan tugas. 
d) Telah memenuhi syarat-syarat kesehatan jasmani dan rohani unruk diangkat 
menjadi PNS. 
Kemudian dengan keluarnya Surat Keputusan Presiden Nomor 30/1981 
tentang Latihan Prajabatan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari pasal 31 
Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974, maka kepada setiap Calon Pegawai Negeri 
Sipil harus telah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam Latihan Prajabatan yang 
diselenggarakan oleh instansi yang berkaitan. Untuk jelasnya disini dikutipkan pasal 
31 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 yang berbunyi: 
“Untuk mencapai daya guna dan hasilguna yang sebesar-besarnya, diadakan 
pengaturan pendidikan serta pengaturan dan penyelenggaraan latihan jabatan 
Pegawai Negeri Sipil yang bertujuan untuk meningkatkan pengabdian serta 
keahlian, kempuan, dan keterampilan.” 
Selain itu juga Pegawai Negeri Sipil terkait dengan kode etik yang ditegaskan 
dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974: “Pegawai negeri Sipil 
mempunyai Kode Etik sebagai pedoman sikap tingkah laku dan perbutan didalam 
dan diluar kedinasan.” 
Lebih rinci kode etik itu dijelaskan dalam penjelasan pasal tersebut, yaitu: 
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a) Pegawai Negeri Sipil adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 
berdasarkan Pancasila, yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan 
bersikap hormat-menghormati antara sesame warga negara yang memeluk 
agama/kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. 
b) Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara, abdi negara, dan 
masyarakat, serta setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasilan, Undang-Undang 
Dasar 1945 dan kepentingan negara diatas kepentingan sendiri, seseorang atau 
golongan. 
c) Pegawai Negeri Sipil menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan 
martabat Pegawai Negeri Sipil, serta menaati segala peratutan perundang-
undagan, peraturan kedinasan, dan perintah-perintah atasan dengan penuh 
kesadaran pengabdian dan tanggung jawab. 
d) Pegawai Negeri Sipil memberikan pelayanan terhadap masyarakat sebaik-
baiknya sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. 
e) Pegawai Negeri Sipil tetap memelihara keutuhan, kekompakan, persatuan dan 
kesatuan negara dan bangsa Indonesia serta Korps Pegawai Negeri Sipil.
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c. Larangan Bagi Pegawai Negeri Sipil 
Pasal 3 PP 30/1080 menyebutkan beberapa larangan yang tidak boleh 
dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil, dan bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang 
melanggar dapat dikenanakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
Larangan itu adalah: 
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1) Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat negara, 
pemerintah atau Pegawai Negeri Sipil. 
2) Menyalahgunakan wewenang. 
3) Tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara asing. 
4) Menyalahgunkan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik negara. 
5) Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau 
meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik 
negara secara tidak sah. 
6) Melakukan kegiatan bersama atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain 
di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk 
keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau 
tidak langsung merugikan negara. 
7) Melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam 
terhadap bawahannya atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan 
kerjanya. 
8) Menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga 
yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan 
atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan Pegawai Negeri 
Sipil yang bersangkutan. 
9) Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan martabat 
Pegawai Negeri Sipil, kecuali untuk kepentingan jabatan. 
10) Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya. 
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11) Melakukan tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat 
berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya 
sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayaninya. 
12) Menghalangi berjalannya tugas kedinasan. 
13) Membocorkan dan memanfaatkan rahasia negara yang diketahui karena 
kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain. 
14) Bertindak selaku perantara bagi suatu pengusaha atau golongan untuk 
mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi pemerintah. 
15) Memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada 
dalam ruang lingkungan kekuasaannya. 
16) Memiliki saham suatu perusahaan yang kegiatan usahanya yang ruang 
lingkupnya tidak berada dlam kekuasaannya, yang jumlah dan sifat pemilikan 
itu sedemikian rupa sehingga melalui saham tersebut dapat langsung atau 
tidak langsung menentukan penyelenggaraan negara atau jalannya 
perusahaan. 
17) Melakukan kegiatan usaha dagang, baik secara resmi maupun sambilan, 
menjadi refleksi, pimpinan atau komisaris perusahaan swasta bagi yang 
berpangkat Pembina golongan-ruang IV/a ke atas atau yang memangku 
jabatan eselon I. 
18) Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam melakukan 
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C. Adiministrasi Negara dan Kepegawaian Dalam Siyāsah Syar’iyah  
1. Pengertian Siyāsah Syar’iyah  
Untuk memahami pengertian Siyāsah Syar’iyah , berikut ini akan dijelaskan 
beberapa pengertiannya menurut para ahli. 
A. Djazuli menyatakan bahwa Siyāsah Syar’iyah  adalah pengurusan hal-hal 
yang bersifat umum bagi negara Islam dengan cara yang menjamin perwujudan 
kemaslahatan dan penolakan kemudaratan dengan tidak melampaui batas-batas 




Menurut J. Suyuthi Pulungan Siyāsah Syar’iyah  adalah ilmu yang 
mempelajari hal-ihwal  dan seluk-beluk pengaturan urusan umat dan negara, dengan 
segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang 




Sedangkan menurut Usman Jafar Siyāsah Syar’iyah  adalah wewenang 
membuat segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang berkaitan dengan 
pengaturan kepentingan negara dan urusan umat dalam rangka mewujudkan 
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Dari beberapa pendapat diatas dapat diatas dapan disimpulkan bahwa Siyāsah 
Syar’iyah  adalah pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintah yang 
menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudaratan dengan tidak 
bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan prinsip-prinsip umumnya. 
2. Administrasi Negara Dalam Siyāsah Syar’iyah  
Pemerintahan dibedakan dalam arti luas dan dalam arti sempit.  Dalam arti 
luas, pemerintahan meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. 
Pemerintahan dalam arti sempit hanya mengenai kekuasaan eksekutif saja. 
Kekuasaan legislatif berfungsi membentuk undang-undang dan kekuasaan yudikatif 
adalah kekuasaan mengadili sengketa. 
Kekuasaan negara menurut Fikih Siyăsah, terdiri dari al-sultahah al-
tasyti’iyyah (legislatif), al-sulthah al-tanfidziyyah (eksekutif) dan al-sulthah al-
qadllai’yyah (kehakiman atau yudikatif). Pada awal sejarah ketatanegaraan umat 
Islam, ketiga bidang kekuasaan tersebut tidak berdiri sendiri, namun pembimbingan 
(division), bukan pemisahan (separation). Pemerintahan (kekuasaan tersebut) 
dipimpin oleh orang yang disebut Raja, Presiden, Perdana Menteri. Pemerintahan 
dalam Fikih Siyăsah dikenal dengan khilafah, malik (raja), sultan, dan pada zaman 
modern banyak negara muslim yang kepala negaranya disebut Presiden. 
Dalam Hukum Administrasi Negara dikenal adanya asas-asas umum 
pemerintahan yang baik (AAUPB). AAUPB ditujukan untuk terciptanya good 
govermance. Govermance adalah “praktik penyelenggaraan kekuasaan dan 
kewenangan oleh pemerintah secara umum dan pembangunan ekonomi pada 
khususnya”. Ada 4 unsur utama dalam good govermance, yaitu akuntabilitas 
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(accountability), kerangka hukum (rule of law), transparansi (transperancy), dan 
keterbukaan (openness). 
Organisasi pemerintah menanggung beban tanggung jawab dalam mencapai 
tujuan-tujuan nasional, yang antara lain mewujudkan kesejahteraan rakyat. Oleh 
karena itu, para pejabat negara harus menjunjung tinggi kehendak rakyat, dan 
tindakan-tindakannya harus taat hukum. Fungsi pengawasan antara lain kontrol 
yudisial oleh kekuasaan yudikatif, adalah penting dalam rangka penyelenggaraan 
pemerintahan yang baik. 
Dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya, penyelenggaraan pemerintah 
disamping secara konsisten taat hukum perlu memperhatikan AAUPB, yang antara 
lain disebutkan dalam penjelasan Pasal 5 ayat (2) huruf 6 Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2004, yang meliputi asas-asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan 
negara, keterbukaan, proporsionalitas, dan akuntibilitas. Pada dasarnya jenis dan 
jumlah AAUPB tersebut dapat berkembang melalui putusan-putusan hakim 
(yurisprudensi), juga dapat digali hasil penelitian, adat dan budaya lokal yang dalam 
hubungan kepemerintahan ada asas kearifan lokal. 
Dalam Fikih Siyăsah, asas-asas pemerintahan yang baik itu selain diperoleh 
dari hasil penelitian, putusan hakim dan lain-lain, dapat digali pula dari sumber 
utama Fikih Siyăsah, yakni Alquran dan Hadis. Sebagai contoh disebutkan antara 
lain asas tanggung jawab (al-mas-uliyyah), asas maslahat (al-mashlahah), dan asas 
pengawasan (al-musahabah). Pengawasan (al-musahabah) terdiri dari pengawasan 
trasedental (al-musahabah al-ilahiyah), pengawasan oleh pribadi (al-musahabah al-
syakhsyiyyah), dan pengawasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan 
(al-musahabah al-qomariyah). Yang disebut terakhir di Indonesia dikenal adanya 
30 
 
pengawasan melekat, pengawasan fungsional, pengawasan internal, dan pengawasan 
eksternal. Pengawasan merupakan aspek penting bagi pelaksanaan tugas, ucapan dan 
perilaku para pejabat dan aparatur negara dalam ketaatan terhadap hukum dan 
menjalankan tugas dengan baik.
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3. Kepegawaian Dalam Siyāsah Syar’iyah  
Ketika perkembangan Islam mulai tampak, dan Islam telah didakwahkan 
secara terang-terangan (persuasif), Rasulullah mulai mengutus para sahabat dijadikan 
sebagai duta guna mendakwahkan agama dan mengambil zakat masyarakat Arab. 
Hal utama yang harus dilakukan utusan adalah memberikan pembelajaran agama 
terlebih dahulu kepada pemimpin kalibah, dan diharapkan bias merambah pada 
kaumnya. 
Pada pemerintahan Rasulullah kebanyakan pegawai nabi dari Bani Umayah, 
karena Rasulullah memilih pegawai dari para sahabat yang relative kaya dan tidak 
membutuhkan gaji. Rasulullah mengangkat Abu Sofyan bin Harb sebagai pegawai di 
Najrm, Itab bin Usaid sebagai pemimpin Mekkah. Mereka mendapatkan gaji sebesar 
satu dirham setiap harinya. Itab bin Usaid berkhutbah diatas mimbar dan berkata, 
“wahai manusia, Allah adalah dzat yang memberikan rasa lapar pada lambung 
seorang hamba atas uang satu dirham. Rasulullah telah memberikanku rezeki 
kepadaku satu dirham setiap hari, dan saya tak lagi membutuhkan bantuan dari orang 
lain”. Penggajian ini merupakan sistem remunerasi karyawan yang pertama kalinya. 
Para tokoh sahabat ramai-ramai memberikan sedekah, harta ghalimah dan lainnya. 
                                                             
29
Ahmad Sukardja, Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Dalam Persfektif 
Fikih Siyasah (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.240-242. 
31 
 




Pengawasan kepegawaian di zaman Khalifah Abu Bakar senantiasa 
melakukan investigasi dan pengawasan terhadap kinerja pegawainya. Setidaknya hal 
ini tercermin dari ungkapan Abu Bakar r.a kepada yazid bin Abu Sufyan “saya 
mengangkat kamu utnuk menguji, mencoba dan mengeluarkan engkau. Jika engkau 
mampu bekerja dengan baik, engkau akan kukembalikan pada pekerjaan bahkan 
akan aku tambah. Namun, jika kinerja engkau jelek, aku akan memecatmu”.31 Pada 
zaman ini telah ditelorkan pemikiran adanya pengawasan manajemen terhadap 
kinerja pegawai publik. Pengawasan ini dimaksudkan untuk menjaga penduduk 
(masyarakat) dari tindakan kezaliman dan kesewenangan pegawai publik atau 




D. Sengketa Tata Usaha Negara dan Sengketa Kepegawaian 
1. Sengketa Tata Usaha Negara 
Dalam sengketa Tata Usaha Negara, yang menjadi subjek sengketa adalah 
orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara. 
Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 ayat 4 dari   Undang-Undang Nomor 5 
Tahun   1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang- Undang Nomor 
51 Tahun 2009, bahwa Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul 
dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan 
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badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat 
dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa tentang sah tidaknya suatu 




Tolak ukur pangkal sengketa, yaitu sengketa administrasi yang diakibatkan 
oleh ketetapan sebagai hasil perbuatan penetapan administrasi negara.
34
 
Sengketa Tata Usaha Negara bukan hanya karena dikeluarkannya suatu 
keputusan Tata Usaha Negara, tetapi apabila seseorang terganggu kepentingannya 
akibat tidak dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, maka dapat mengajukan 
gugatan. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 
Tahun 2009 bahwa :  
“Apabila Badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan 
keputusan, sedang hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut 
disamakan dengan keputusan tata usaha negara”.  
Pada pasal 3 ayat (2)  menyebutkan bahwa: 
“Jika suatu badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan 
keputusan yang dimohon, sedangkan jangka  waktu sebagaimana yang 
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan telah lewat, maka badan 
atau pejabat tata usaha negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan 
keputusan yang dimohon”. 
Karena dianggap menolak mengeluarkan keputusan seperti yang dimohon, 
maka keputusan tersebut memang tidak ada dan itu tidak dapat digugat. Kemudian 
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dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan 
bahwa: 
“Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak 
menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka 
setelah lewat jangka waktu 4 (empat) bulan sejak diterimanya permohonan, 
badan  atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan dianggap telah 
mengeluarkan keputusan penolakan”. 
Karena telah mengeluarkan keputusan penolakan, maka berarti telah 
mengeluarkan keputusan yaitu penolakan. Sehingga ini dapat memunculkan sengketa 
tata usaha negara. 
2. Sengketa Kepegawaian 
Sengketa kepegawaian termasuk sengketa tata usaha negara seperti yang telah 
disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 
9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Maka sengketa 
kepegawaian ini dapat diadili melalui PTUN. 
Pengertian sengketa kepegawaian tidak jelas diatur dalam Undang-Undang 
tersebut diatas. Tetapi kita dapat    mengartikan dari apa yang dimaksud 
kepegawaian pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 bahwa sengketa 
kepegawaian adalah sengketa yang timbul dari hal-hal mengenai kedudukan, 
kewajiban, hak dan pembinaan PNS sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata 
Usaha Negara di bidang Kepegawaian oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara. 
Pada pasal 35 ayat  (2) Undang-Undang Nomor 8     Tahun 1974 jo Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian, menyebutkan bahwa: 
“sengketa kepegawaian sebagai akibat pelanggaran terhadap peraturan disiplin 
34 
 
Pegawai negeri Sipil diselesaikan melalui upaya administratif kepada Badan 
Pertimbangan Kepegawaian”. 
Dari rumusan diatas disebutkan bahwa sengketa kepegawaian diselesaikan 
melalui upaya administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian. Upaya 
administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas 
terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau 
banding administratif. Keberatan adalah   upaya administratifyang  dapat  ditempuh  
oleh  PNS  yang  tidak   puas terhadap  hukuman  disiplin  yang  dijatuhkan  oleh  
pejabat yang berwenang menghukum. Banding administratif adalah upaya 
administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman 
disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau 
pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh pejabat yang 
berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.
35
 
Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) berkedudukan dibawah dan 
bertanggung jawab langsung kepada Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Bapek mempunyai tugas: 
a. Memberikan pertimbangan kepada Presiden atas usul penjatuhan hukuman 
disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih 
rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas 
permintaan sendiri, dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, bagi 
PNS yang menduduki jabatan structural eselon I dan pejabat lain yang 
pengangkatan dan pemberhentiannya oleh Presiden. 
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b. Memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari PNS yang 
dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas 
permintaan  sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh 
pejabat Pembina kepegawaian/Gubernur selaku wakil Pemerintah.
36
 
Apabila seluruh prosedur telah ditempuh serta pihak yang bersangkutan 
masih tetap belum merasa puas, maka baru persoalannya dapat digugat dan diajukan 
ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur di dalam Pasal 53 Undang-
Undang No 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, yaitu: 
a. Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh 
suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada 
pengadilan berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan tata Usaha Negara 
yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau disertai 
tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi. 
b. Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) adalah: 
1) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan 
peraturan  perundang-undangan yang berlaku; 
2) Keputusan Tata usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas 
umum pemerintah yang baik.
37
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Penegasan terhadap pasal diatas bahwa setiap orang atau Badan hukum 
perdata yang berhak mengajukan gugatan itu yang kepentingannya terkena akibat 




E. Instrumen Pemerintahan 
1. Peraturan Perundang-Undangan 
Maria Farida mengemukakan secara teoretik, istilah “perundang-
undangan”(legislation, wetgeving, atau gesetzgebung) mempunyai dua pengertian, 
yaitu; pertama, perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses 
membentuk peraturan- peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat 
daerah; kedua, perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan 




Berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 2 UU No. 5 Tahun 1986 tentang 
Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan adalah : 
“semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh 
Badan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah baik di tingkat pusat maupun 
di tingkat daerah, serta semua Keputusan Badan atau pejabat Tata Usaha 
Negara, baik di tingkat  pusat  maupun  di  tingkat  daerah,  yang  juga    
mengikat umum”. 
Menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan, yang dimaksud dengan peraturan perundang-
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undangan adalah peraturan yang tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau 
pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. 
Berdasarkan kualifikasi norma hukum di atas, peraturan perundang-undangan 
itu bersifat mum-abstrak. Perkataan bersifat umum-abstrak dicirikan oleh unsure-
unsur sebagai berikut:
 
a. Tijd (een regel geldt niet slechts op een moment); Waktu (tidak hanya hanya 
berlaku pada saat tertentu); 
b. Plaats (een regel geldt niet slechts op een plaats); Tempat (tidak hanya berlaku 
pada tempat tertentu); 
c. Person (een regel geldt niet slechts voor bepaalde person); Orang (tidak hanya 
berlaku pada orang tertentu); dan 
d. Rechtsfeit ( een regel geldt niet voor een  enkel rechtsfeit, maar voor rechtsfeiten 
die herhaalbaar zijn, dat wil zeggen zich telkens voor kunnen doen). Fakta 
hukum (tidak hanya ditujukan pada fakta hukum tertentu, tetapi untuk bebagai 




Hasil penelitian dari De Commissie Wetgevingsvraagstukken 
menyebutkan bahwa: 
“om algemeen verbindend voorschrift te zijn moet een regel een algemeen 
karakter hebben. Een voorschrift dat slecht voor eenof enkele concrete 
gevallen geldt of tot met naam en toenaam genoemde personen gericht is, 
voldoet aan die voorwaarde niet. Of een voorschrift algemeen is, laat zich 
aan de hand van een aantal gezichtspunten beoordelen (peraturan yang 
mengikat umum haruslah suatu peraturan yang memiliki sifat umum. 
Peraturan yang hanya berlaku untuk peristiwa konkret atau yang ditujukan 
pada orang-orang yang disebutkan satu   per   satu,   tidak   memenuhi   syarat   
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sebagai peraturan perundang-undangan, atau peraturan umum, yang lahir, 
atas dasar sudut pandang penilaian).
41
 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan semua keputusan yang bersifat mengatur diberi 
nama peraturan. Artinya setelah berlaku Undang-Undang Nomor.10 Tahun 2004 
semua instrumen hukum yang bersifat mengatur itu dinamakan peraturan. Adapun 
keputusan-keputusan yang bersifat mengatur yang masih ada dan berlaku harus  
dibaca sebagai peraturan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56 Undang-UndangU 
Nomor 10 Tahun 2004: 
“Semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur , 
Keputusan Bupati/Walikota, atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 54 yang sifatnya mengatur,yang sudah ada sebelum 
undang- undang ini berlaku, harus dibaca peraturan, sepanjang tidak 
bertentangan dengan Undang-Undang ini”42 
2. Keputusan Tata Usaha Negara 
Keputusan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah beschikking yang 
dikperkenalkan oleh van Vollenhoven dan C.W. van der Pot. Sedangkan di Indonesia 
, istilah beschikking diperkenalkan pertama kali oleh WF. Prins sebagai keputusan. 
Menurut H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, beschikking merupakan 
keputusan pemerintahan untuk hal yang bersifat konkret dan individual (tidak 




Sjahran Basah mengemukakan, beschikking adalah keputusan tertulis dari 
administrasi negara yang mempunyai akibat hukum. E. Utrecht menjelaskan bahwa 
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beschikking adalah perbuatan hukum public bersegi satu (yang dilakukan alat-alat   
pemerintahan berdasarkan suatu kekuatan istimewa)
44 
dan W.F Prins mengemukakan 
beschikking adalah suatu tindakan hukum sepihak dalam lapangan bestuur 
(pemerintah dalam arti sempit), dilakukan oleh bidang pemerintahan yang dilakukan 




Dari defenisi-defenisi yang dikemukakan tersebut, mengandung beberapa 
unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu: 
a. Bentuk tertulis yang disyaratkan tertulis bukan menunjuk kepada bentuk format 
(formaliteiten), seperti surat pengangkatan atau pemberhentian pegawai negeri, 
akan tetapi kepada isi (materi) yang menunjuk kepada hubungan hukum.
46
 
b. Materi berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara 
c. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. 
d. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
e. Bersifat individual, konkret dan final. Bersifat Individual artinya keputusan tata 
usaha negara itu tidak ditujukan kepada umum, tetapi tertentu baik alamat 
maupun hal yang dituju . Bersifat Konkret artinya objek yang diputuskan dalam 
Keputusan tata Usaha Negara itu, tidak bersifat  abstrak, tetapi berwujud, 
tertentu atau dapat ditentukan .misalnya keputusan mengenai rumah si A, izin 
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usaha bagi si B, pemberhentian si C sebagai Pegawai Negeri.
 
Bersifat final 
artinya sudah definitif dan karenanya  dapat menimbulkan akibat hukum. 
Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain 
belum bersifat final, karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau 
kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Misalnya kepuusan pengangkatan 
pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian 
Negara. 
f. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.47 
Keputusan Tata Usaha Negara yang tertuju kepada orang atau badan hukum 
perdata tertentu, menimbulkan akibat hukum, artinya menimbulkan suatu perubahan 
dalam suasana hubungan hukum yang telah ada.
48 
Badan Peradilan yang diberi wewenang oleh undang- undang untuk 
menyatakan batal atau tidak sah keputusan tata usaha negara adalah Peradilan Tata 
Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2004.
49
 
Bahwa secara umum syarat-syarat untuk sahnya suatu keputusan tata usaha 
negara adalah sebagai berikut: 
a. Syarat Materil: 
1) Keputusan harus dibuat oleh alat negara (organ) yang berwenang. 
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2) Karena keputusan itu suatu pernyataan kehendak (wilsverklaring) maka 
pembentukan kehendak itu tidak boleh memuat kekurangan yuridis. 
3) Keputusan harus diberi bentuk (vorm) yang ditetapkan dalam peraturan 
dasarnya dan pembuatnya harus memerhatikan cara (prosedur) membuat 
keputusan itu, bilamana hal ini ditetapkan dengan tegas dalam peraturan 
dasar tersebut. 
4) Isi dan tujuan keputusan harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan 
dasar. 
b. Syarat Formil: 
1) Syarat-syarat yang ditentukan berhubung dengan persiapan dibuatnya 
keputusan harus dipenuhi. 
2) Keputusan harus diberi bentuk yang ditentukan. 
3) Syarat-syarat yang ditentukan berhubung dengan dilakukannya 
keputusan harus dipenuhi. 
4) Jangka waktu yang ditentukan antara timbulnya hal-hal yang 
menyebabkan dibuatnya keputusan dan diumumkannya keputusan itu 
tidak boleh dilewati.50 
Keputusan yang tidak berdarkan syarat-syarat yang ada, dinyatakan tidak sah, 
dan jika ada yang dirugikan atas keluarnya keputusan tersebut maka dapat menjadi 
sengketa tata usaha negara. 
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Pengembangan praktik peradilan mengenai keputusan tata usaha negara 
(KTUN) sebagai objek gugatan di pengadilan tata usaha negara (PTUN) yang 
beberapa tahun ini marak digugat, yaitu berupa  produk-produk   hukum  berupa  
surat  keputusan,   dimana pejabat yang menerbitkannya secara formal berada diluar 
lingkup TUN, tetapi substansinya merupakan unsur pemerintahan.
51
 
3. Peraturan Kebijakan 
a. Freies Ermessen 
Secara bahasa Freies Ermessen berasal dari kata frei artinya bebas, lepas, 
tidak terikat, dan merdeka. Freies artinya orang yang bebas, tidak terikat, dan 
merdeka. Sedangkan Ermessen berarti mempertimbangkan, menilai, menduga, dan 
memperkirakan. Freis Ermessen berarti orang yang memiliki kebebasan untuk 
menilai, menduga, dan mempertimbangkan sesuatu. Istilah ini kemudian secara  khas 
digunakan dalam bidang pemerintahan, sehingga Freies Ermessen (diskresionare 
power) diartikan sebagai salah satu sarana  yang memberikan ruang bergerak bagi 
pejabat   atau nbadan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa 
harus terikat sepenuhnya pada undang-undang.
52
  
Defenisi yang sama diberikan oleh Nata Saputra, yakni suatu kebebasan yang 
diberikan kepada alat administrasi, yaitu kebebasan yang pada asasnya 
memperkenankan alat administrasi negara mengutamakan keefektifan tercapainya 
suatu tujuan (=doelmatigheid) daripada berpegang teguh kepada ketentuan hukum. 
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Bachsan Mustafa menyebutkan bahwa, Freies Ermessen diberikan kepada 
pemerintah mengingat fungsi pemerintah atau administrasi negarayaitu 
menyelenggarakan kesejahteraan umum yang berbeda dengan fungsi  kehakiman 
untuk menyelesaikan sengketa antarpenduduk.
53
 
Menurut   Laica   Marzuki,   Freies   Ermessen   merupakan kebebasan yang 
diberikan kepada tata usaha negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, 
sejalan dengan meningkatnya tuntutan pelayanan publikyang harus diberikan tata 
usaha negara terhadap kehidupan social ekonomi para warga yang kian kompleks. 
54
 
Penggunaan  Freies  Ermessen  tidak  boleh  bertentangan dengan hukum 
yang berlaku baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Menurut Muchsan 
pembatasan penggunaan Freies Ermessen adalah sebagai berikut: 
1) Penggunaan Freies Ermessen tidak boleh bertentangan dengan sistem hukum 
yang berlaku (kaidah hukum positif). 
2) Penggunaan Freies Ermessen hanya ditujukan demi kepentingan umum.55 
Dalam ilmu Hukum Administrasi Negara, Freies Ermessen ini diberikan 




b. Pengertian, Ciri-ciri, Fungsi, dan Penormaan Peraturan Kebijakan 
Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sangat mempengaruhi 
penilaian masyarakat terhadap suatu badan pemerintahan. Di dalam penyelenggaraan 
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tugas-tugas administrasi negara, pemerintah banyak mengeluarkan kebijakan yang 
dituangkan dalam berbagai bentuk seperti beleidslijnen (garis-garis kebijakan), het 
beleid (kebijakan), voorschriften (peraturan-peraturan), richtlijnen (pedoman- 
pedoman), regelingen (petunjuk-petunjuk), circulaires (surat edaran), resoluties 
(resolusi-resolusi), aanschrijvingen (instruksi-instruksi), beleidsnota’s (nota 
kebijakan), reglemen (ministriele) (peraturan-peraturan menteri), beschikkingen 
(keputusan-keputusan),  en  bekenmakingen  (pengumuman-pengumuman) J.B.J.M 
ten Berge dalam tulisannya mengemukakan “peraturan kebijakan diartikan sebagai 
suatu keputusan, dengan isi aturan tertulis yang mengikat umum, yang memberikan 
aturan umum berkenaan dengan pertimbangan kepentingan,     penetapan     fakta-
fakta     atau   penjelasan peraturan tertulis dalam penggunaan suatu wewenang 
organ pemerintahan. Peraturan kebijakan juga mengenal ketentuan umum sebagai 
elemen penentuan konsep.  Perbedaan  utama peraturan kebijakan dengan peraturan 
perundang- undangan adalah bahwa pembuat aturan umum-peraturan kebijakan-ini     
tanpa     kewenangan     pembuat   peraturan perundang-undangan.”
57 
Ciri-ciri peraturan kebijakan menurut Bagir Manan sebagai berikut: 
1) Peraturan kebijakan bukan merupakan peraturan perundang-undangan. 
2) Asas-asas pembatasan dan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan 
tidak dapat diberlakukan pada peraturan kebijakan. 
3) Peraturan kebijakan tidak dapat diuji secara wetmatigheid, karena memang 
tidak ada dasar peraturan perundang- undangan untuk membuat keputusan 
peraturan kebijakan tersebut. 
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4) Peraturan kebijakan dibuat berdasarkan Freies Ermessen dan ketiadaan 
wewengan administrasi bersangkutan membuat peraturan perundang-
undangan. 
5) Pengujian terhadap peraturan kebijakan lebih diserahkan pada doelmatigheid 
dan karena itu batu ujinya adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik. 
6) Dalam praktik diberi format dalam berbagai bentuk dan jenis aturan, yakni 
keputusan, instruksi, surat edaran, pengumuman dan lain-lain, bahkan dapat 
dijumpai dalam bentuk peraturan.
58
 
4. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik 
Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) merupakan konsep 
terbuka dan lahir dari proses sejarah, oleh karena itu, terdapat rumusan yang beragam 




a. Asas kepastian hukum (principle of legal security) 
b. Asas keseimbangan (principle of proportionality) 
c. Asas kesamaan dalam mengambil keputusan (principle of  equality) 
d. Asas bertindak cermat (principle of  carefulness) 
e. Asas motivasi untuk setiap keputusan (principle of motivation) 
f. Asas tidak mencapuradukan kewenangan (principle of  non misuse of 
competence) 
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g. Asas permainan yang layak (principle of fair play) 
h. Asas keadilan dan kewajaran (principle of reasonable or prohibition of 
arbitrariness) 
i. Asas kepercayaan dan menanggapi pengharapan yang wajar (principle of  
meeting raised expectation) 
j. Asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal (principle of undoning the 
concequences of an annulled decision) 
k. Asas perlindungan atas pandangan atau cara hidup pribadi (principle of 
protecting the personal of life) 
l. Asas pentelenggaraan kepentingan umum (principle of public service) 
F. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara 
Putusan PTUN yang diambil setelah kedua belah pihak telah mengemukakan 
kesimpulannya masing-masing. Majelis hakim memiliki wewenang bermusyawarah 




Isi putusan PTUN diatur dalam Pasal 97 ayat 7 UU No 5 Tahun 1986. Maka 
dapat diketahui bahwa isi putusan PTUN dapat berupa ; gugatan ditolak, gugatan 
dikabulkan, gugatan tidak diterima, atau gugatan gugur. 
1. Gugatan Ditolak 
Apabila isi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah berupa penolakan 
terhadap gugatan penggugat berarti memperkuat KTUN yang dikeluarkan oleh badan 
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atau pejabat TUN yang bersangkutan.
61
 
2. Gugatan Dikabulkan 
Mengabulkan gugatan berarti tidak membenarkan Keputusan Badan atau 
Pejabat Tata Usaha Negara, baik seluruhnya maupun sebagian. Bilamana gugatan  
dikabulkan (seluruhnya) dan dikaitkandengan isipetitum penggugat, maka Badan 
atau Pejabat Tata Usaha Negara berkewajiban melakukan : 
a. Pencabutan keputusan itu, atau, 
b. Pencabutan dan menerbitkan keputusan baru, atau 
c. Penerbitan keputusan karena sebelumnya tidak ada. 
3. Gugatan Tidak Diterima 
Tidak menerima gugatan berarti gugatan tidak memenuhi syarat-syarat yang 
telah ditentukan. Dalam hal ini penggugat dapat memasukkan gugatan baru. 
4. Gugatan Gugur 
Gugatan gugur apabila (para) pihak atau para kuasanya tidak hadir pada 
persidangan yang telah ditentukan meskipun  telah dipanggil secara patut.
62
 
Untuk pelaksanaan putusan (eksekusi), diatur dalam Pasal 115 UU No 5 
Tahun 1986. Dimana pada pasal ini disebutkan bahwa hanya putusan pengadilan 
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan. Putusan 
pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap tidak memiliki kekuatan 
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eksekusi atau dengan kata lain putusan pengadilan yang masih mempunyai upaya 
hukum tidak dapat dimintakan eksekusinya. 
Dengan demikian, yang dapat dieksekusi hanya putusan Pengadilan Tata 
Usaha Negara atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang memperoleh 
kekuatan hukum tetap saja, yaitu jika:
 63
 
1. Penggugat dan Tergugat telah menyatakan menerima terhadap putusan 
pengadilan, padahal Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan permohonan 
pemeriksaan di tingkat banding; 
2. Sampai lewatnya tenggang waktu yang telah ditentukan, Penggugat dan 
Tergugat tidak mengajukan permohonan pemeriksaan di tingkat banding atau 
kasasi. 
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Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan teliti dan 
seksama guna memperoleh suatu kebenaran. Metode penelitian merupakan suatu 
kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, 
yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan 
jalan menganalisisnya.
64
 Suatu metode penelitian akan mengemukakan secara teknis 
tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian.
65
 Dalam melakukan 
penelitian agar terlaksana dengan maksimal maka penelitian menggunakan beberapa 
metode sebagai berikut : 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif, menurut Creswell (1998), 
penelitian kualitatif adalah sebagai suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, 
laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang 
alami. Penelitian ini bersifat deskriptif penelitian yang berusaha mendeskripsikan 
suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang
66
 untuk membuat 
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pecandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat 
populasi atau daerah tertentu.
67
 
2. Lokasi Penelitian 
Lokasi Penelitian di PTUN Makassar, Jalan Raya Pendidikan Nomor. 1 
Makassar, 90222. Alasan dipilihnya PTUN Makassar karena PTUN berkedudukan di 
Ibu Kota Provensi Sulawesi Selatan yaitu Kota Makassar dimana Kota Makassar ini 
adalah pusat sentral kegiatan pembangunan termaksud pembangunan hukum, dan 
volume berperkara pada PTUN ini terlihat meningkat hal tersebut wajar karena 
PTUN berada di Ibu Kota Provensi Sulawesi Selatan. Alasan kedua yaitu 
memudahkan penulis untuk melakukan penelitian karena penulis bertempat tinggal di 
Kota Makassar. 
B. Pendekatan Penelitian  
Pendekatan penelitian ini diarahkan kepada pengungkapan pola fikir yang di 
pergunakan peneliti dalam menganalisis sasarannya atau dalam ungkapan lain 
pendekatan ialah disiplin ilmu yang dijadikan acuan dalam menganalisis objek yang 
diteliti sesuai dengan logika ilmu itu. Pendekatan penelitian biasanya disesuaikan 
dengan profesi peneliti
68
. Adapun pendekatan yang digunakan oleh peneliti sebagai 
berikut: 
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1. Pendekatan Syar’i 
Pendekatan syar’i yaitu pendekatan dengan menggunakan ilmu syariah 
terkhusus fiqh Islam yang terkait dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara 
mengenai sengketa kepegawaian dipandang melalui Siyāsah Syar’iyah  yang dapat 
dijadikan sebagai acuan pembahasan. 
2. Yuridis Normatif 
Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan 
cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder atau penelitian hukum kepustakaan.
69
 
C. Sumber Data  
Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sumber data 
primer dan sumber data sekuder, adapun sumber data yang digunakan akan 
dijelaskan sebagai berikut: 
Data primer adalah data yang menjadi rujukan utama dari penelitian, adapun 
yang menjadi data primer adalah hasil wawancara, dokumentasi dan observasi. 
Adapun sumber data primer ini jumlahnya 4 orang informan. Dari 4 orang tersebut 
terdiri dari Ketua Pengadilan, Kasubag yang menangani perkara, 3 orang Hakim dan 
1 orang Panitera  jumlah 4 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 
berikut ini. 
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NO NAMA JABATAN SAMPEL KET 






a. Jusak Sindar, SH 
b. Muhammad Usahawan, SH 
c. Muhammad Aly Rusmin, SH 
Hakim 3 orang 
 
JUMLAH INFORMAN              :  4 orang 
Berdasarkan rincian sumber data tersebut, peniliti memilih sampel 
menggunakan teknik sampel purposive. Teknik sample ini peneliti pilih berdasarkan 
pemahaman dan ilmu yang dimiliki informan, sehingga data yang didapatkan lebih 
akurat dan valid. 
Data sekunder adalah data yang menjadi rujukan kedua dari penelitian, 
adapun data sekunder tersebut ialah studi kepustakaan seperti buku-buku atau 








D. Metode Pengumpulan Data 
1. Wawancara 
Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 
dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara peneliti dan responden dengan 




Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk 
dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat, catatan harian, 




Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung 
maupun tidak langsung terhadap objek penelitian.
72
 
4. Studi Kepustakaan 
Penelitian kepustakaan adalah bentuk penelitian dengan cara mengumpulkan 
atau menelusuri dokumen-dokumen atau keterangan-keterangan yang dibutuhkan 
dalam penelitian. Adapun di dalam hal ini penulis akan menganalisa perbandingan 
pelaksanaan yang akan diperoleh dari literatur-literatur mengenai hukum, undang-
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undang, internet, serta semua bahan yang terkait dengan permasalahan yang akan 
dibahas nantinya. 
E. Instrumen Penelitian 
Instrumen Penelitian adalah “…alat pengumpulan data yang disesuaikan 
dengan jenis penelitian yang dilakukan dengan merujuk pada metodologi 
penelitian.”73 Adapun instrumen penelitian yang akan digunakan sebagai berikut: 
1. Peneliti sebagai instrumen utama 
2. Pedoman Wawancara 
3. Handphone/Camera untuk dokumentasi 
4. Alat tulis 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
1. Teknik Pengolahan Data 
a. Seleksi Data, yaitu memilih mana data yang sesuai dengan pokok permasalahan 
yang akan dibahas. 
b. Pemeriksaan data, yaitu meneliti kembali data yang diperoleh mengenai 
kelengkapannya serta kejelasan. 
c. Klasifikasi Data, yaitu pengelompokan data menurut pokok bahasan agar 
memudahkan dalam mendeskripsikannya. 
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d. Penyusunan Data, yaitu data disusun menurut aturan yang sistematis sebagai 
hasil penelitian yang telah disesuaikan dengan jawaban permasalahan yang 
diajukan. 
2. Teknik Analisis Data 
Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan cara 
analisis deskriptif kualitatif, maksudnya adalah analisis data yang dilakukan dengan 
menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk 
kalimat guna memberikan gambaran lebih jelas terhadap permasalahan yang 
diajukan sehingga memudahkan untuk ditarik suatu kesimpulan.  
G. Pengujian Keabsahan Data 
Demi terjaminnya keakuratan data, maka peneliti akan melakukan pengujian 
keabsahan data. Data yang salah akan menghasilkan penarikan kesimpulan yang 
salah, demikian pula sebaliknya, data yang sah akan menghasilkan kesimpulan hasil 
penelitian yang benar.
 74
 Dalam keabsahan data ini dilakukan dengan perpanjangan 
pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi dan diskusi dengan 
teman sejawat. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 
A. Setting Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar 
Terbentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak lepas dari 
adanya PERATUN di Indonesia, yang berawal dari lahirnya Undang-Undang No. 5 
Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang diundangkan tanggal 29 
Desember 1986 dan peradilannya mulai beroperasi lima tahun kemudian. 
Sebagaimana disebutkan dalam bab VII pasal 145 beserta penjelasannya. Kemudian 
diadakan perubahan dengan undang-undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang 
No. 51 Tahun 2009. 
Berdasarkan undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan 
kehakiman, Pengadilan Tata Usaha Negara adalah salah satu dari lingkungan 
pengadilan yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung, selain itu ada 
Pengadilan Umum, Pengadilan Agama dan Pengadilan Militer. Pengadilan Tata 
Usaha Negara ini adalah pengadilan yang paling bungsu khusus mengenai 
menyelesaikan sengketa dibidang tata usaha negara atau administrasi negara. Oleh 
karena itu, yang menjadi pihak tergugat disini adalah pihak pejabat negara atau 
pejabat pemerintahan yang melaksanakan tugas eksekutif. 
Menurut Mustamar, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, 
Gambaran umum dari Pengadilan Tata Usaha Negara adalah tingkat pertama 
Pengadilan Tata Usaha Negara hampir berada disetiap ibu kota Provinsi kecuali 
Provinsi baru. Walaupun dalam undang-undang telah diatur bahwa Pengadilan Tata 
Usaha Negara dihadirkan disetiap kota, namun kenyataannya tidak seperti itu 




Makassar ini mencakup wilayah hukum Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi 
Barat karena hingga saat ini Pengadilan Tata Usaha Negara di kota Mamuju untuk 
wilayah hukum Provinsi Sulawesi Barat belum ada, sehingga masyarakat Sulawesi 
Barat masih menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.
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Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar dibentuk berdasarkan 
Keputusan Presiden RI Nomor 52 Tahun 1990 tanggal 30 Oktober 1990. Pengadilan 
TUN Makassar merupakan salah satu dari 5 pengadilan tingkat pertama yang 
pertama kali dirintis dalam lingkup Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu Pengadila 
TUN Jakarta, Pengadilan TUN Medan, Pengadilan TUN Palembang dan Pengadilan 
TUN Surabaya. Pengadilan TUN Makassar (dahulu Ujung Pandang) secara resmi 
beroperasi pada tanggal 14 Januari 1991 berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 7 Tahun 1991 tentang Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 
Pada awalnya Pengadilan TUN Makassar beroperasi atau berkantor pada 
gedung yang sama dengan Pengadilan Tinggi TUN Makassar yang beralamat di Jl. 
Andi Pettarani No. 45 Makassar. Dan baru  pada tanggal 26 Desember 1992 
diresmikan gedung baru Pengadilan TUN Makassar oleh Menteri Kehakiman RI 
Bapak Ismail Saleh, SH., yang terletak di Jl. Raya Pendidikan No. 1 Makassar. Pada 
awalnya wilayah hukum Pengadilan TUN Makassar meliputi 10 Provinsi, yaitu: 
1. Provinsi Bali 
2. Provinsi Nusa Tenggara Barat 
3. Provinsi Nusa Tenggara Timur 
4. Provinsi Timor Timur 
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5. Provinsi Sulawesi Selatan 
6. Provinsi Sulawesi Tengah 
7. Provinsi Sulawesi Tenggara 
8. Provinsi Sulawesi Utara 
9. Provinsi Maluku 
10. Provinsi Irian Jaya 
Namun dari tahun ke tahun wilayah hukum Pengadilan TUN Makassar 
menjadi berkurang dan sekarang hanya khusus Provinsi Sulawesi Selatan dan 
Provinsi Sulawesi Barat, hal ini terjadi karena pada setiap Provinsi telah dibentuk 
Pengadilan Tata Usaha Negara.
76
 Jadi wilayah hukum PTUN Makassar meliputi 
wilayah administratif Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari 3 Kota 
dan 21 Kabupaten (Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Pare-Pare, Kabupaten 
Bantaeng, Kabupaten Barru, Kabupaten Bone, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten 
Enrekang, Kabupaten Gowa, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Luwu, Kabupaten 
Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Maros, Kabupaten Pinrang, 
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Kabupaten Selayar, Kabupaten 
Sinjai, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Kabupaten Soppeng, Kabupaten 
Takalar, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Wajo). 
Sementara itu Provinsi Sulawesi Barat terdiri dari 5 Kabupaten (Kabupaten Majene, 
Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Utara (Matra), 
Kabupaten Polewali Mandar (Polman)) yang untuk sementara belum memiliki 
daerah kota. 
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Adapun Visi dan Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar adalah 
sebagai berikut: 
a. Visi 
“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung” 
b. Misi: 
1) Menjaga kemandirian badan peradilan. 
2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan. 
3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan. 
4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. 
B. Posisi Kasus dan Duduk Perkara  
1. Pihak-Pihak yang Berperkara 
a. Idientitas Penggugat 
Faisal Jafar, SE.MM., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan 
Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Hartaco Blok 2B/9, 
Kelurahan Parangtambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. 
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama: 
1) Rachman Soeltan SH.MH. 
2) Yulianus SH. 
3) Robertus Pande, SE.,SH. 
Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat Hukum dari 
Kantor Law Office Rachman Soeltan & Assosiates, beralamat dijalan Veteran 
Selatan No. 40, Lt.2 Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 
01 Juni 2015; untuk selanjutnya disebut Penggugat. 
b. Idientitas Tergugat 
Walikota Makassar, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No.2 Kota Makassar, 




1) Drs. H. Manai Sophian, SH., MH., Warga Negara Indonesia, pekerjaan 
Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Makassar, Alamat 
Jalan Ahmad Yani No. 2 Makassar. 
2) Zulkiflie M, SH., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Kasubag Bantuan 
Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar, Alamat Jalan Ahmad Yani No.2 
Makassar. 
3) Takbir Salam, SH., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Dokumentasi dan 
Informasi Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar, Alamat Jalan Ahmad 
Yani No.2 Makassar. 
4) Faisal Burhan, S.STP., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Kasubid 
Pendayagunaan dan Pengembangan Karier Badan Kepegawaian Daerah Kota 
Makassar, Alamat Jalan Ahmad Yani No.2 Makassar. 
5) Hasfirama, SH., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Staf Bagian Hukum dan 
HAM Sekretariat Daerah Kota Makassar, Alamat Jalan Ahmad Yani No.2 
Makassar. 
6) A. Ato Rakhmawan, S.IP., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Staf  Badan 
Kepegawaian Daerah Kota Makassar, Alamat Jalan Ahmad Yani No.2 
Makassar. 
7) Amar Ma’ruf, SH., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Staf Bagian Hukum 
dan HAM Sekretariat Daerah Kota Makassar, Alamat jalan Ahmad Yani No.2 
Makassar. 
8) Afwan, SH., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Staf Bagian Hukum dan 
HAM Sekretariat Daerah Kota Makassar, Jalan Ahmad Yani No.2 Makassar. 
Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat. 
2. Objek Sengketa 
Objek sengketa dalam Perkara ini adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan 




Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan 
Struktural Eselon III dan IV dalam Lingkup Pemerintahan Kota Makassar. 
3. Posisi Kasus 
Berawal dari terbitnya Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh 
Walikotamakassar Nomor: 821.23.160-2015tentang Pemberhentian dan 
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon III dan 
IV dalam Ruang Lingkup Pemerintahan Kota Makassar. Dari Surat Keputusan 
Walikota tersebut Penggugat diberhentikan dari jabatan struktural eselon III sebagai 
Kepala Bidang Reklame dan Pajak lainnya pada Dinas Pendapatan Daerah Kota 
Makassar dan diturunkan/dinonjobkan sebagai Staf Bagian Umum DPB pada asisten 
Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Makassar tanpa sebab, alasan dan 
pelanggaran yang jelas, serta mengangkat Andi Asminullah, S.STP menggantikan 
Penggugat. Oleh karena dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut penggugat merasa 
tidak terima dan dirugikan. Oleh karena itu penggugat mengajukan gugatannya di 
Pengadilan Tata Usaha Negara di Makassar. 
C. Pertimbangan Hakim terhadap Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor. 
821.23.160-2015 pada Putusan Nomor.47/G/2015/PTUN.Mks 
Sebelum hakim memutuskan Putusan terhadap Surat Keputusan Walikota 
Makassar Nomor.821.23.160-2015 (objek sengketa), terlebih dahulu hakim 
menimbang mengenai Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat, dengan 
pertimbangan sebagai berikut. 
Dari eksepsi tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat pada poin 6 
menyatakan bahwa Penonjobpan jabatan dilakukan tanpa sebab, alasan dan 




Penggugat dan sekarang ditempati oleh orang lain (bukan penggugat) dianggap oleh 
Penggugat sebagai dirugikan kepentingannya maka anggapan Penggugat tersebut 
tidaklah benar, oleh karena jabatan struktural dalam lingkup Pemerintah Kota 
Makassar bukanlah semata-mata tetap, pejabat pada instansi tersebut selalu berganti, 
Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: 
Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-
asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) sebagaimana maksud Pasal 55 ayat 
(1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut 
“setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis 
yang menjadi dasar penetapan keputusan". Dari keputusan tersebut hakim berdalih 
bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan yang bersifat hukuman disiplin bagi 
Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, sementara hukuman disiplin bagi Pegawai 
Negeri Sipil diatur dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 
Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil 
pada bagian kelima tata cara pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan, dan 
penyampaian keputusan hukuman disiplin pasal 23 ayat 1, Pasal 24, Pasal 25 diatur 
bahwa, sebelum seorang pegawai negeri dijatuhi hukuman disiplin, pejabat yang 
berwenang menghukum wajib memeriksa lebih dahulu Pegawai Negeri Sipil yang 
diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung 
untuk dilakukan pemeriksaan yang dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan 
dalam berita acara pemeriksaan, pelanggaran disiplin yang bersangkutan akan dapat 
mengakibatkan ia dijatuhi satu jenis hukuman disiplin, semnatar dalam hal ini 
berdasarkan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan 
Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti bahwa Tergugat pernah memberikan 




pemeriksaan kepada Penggugat`sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Peraturan 
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil, sebagai 
tahapan dalam menjatuhkan sanksi administratif dimaksud. Menurut penulis dalam 
hal ini tergugat mengeluarkan keputusan tanpa didasari landasan hukum yang jelas 
sehingga merugikan kepentingan tergugat. Tergugat dalam mengeluarkan sebuah 
keputusan melanggar beberapa asas-asas umum pemerintahan yang baik  (AAUPB) 
diantaranya: 
1. Asas kepastian hukum, asas dalam negara hukum yang mengutamakan 
landasan peraturan perundang-undangan, kepatutatn dan keadilan dalam 
setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintah. Tergugat dalam mengelyarkan 
surat keputusan tersebut tidak berdasarkan dan bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, dimana tindakan pemberhentian 
Penggugat dari jabatan struktural tidak sesuai dengan procedural yang 
ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan juga telah 
mengabaikan asas legalitas dan asas perlindungan terhadap hak asasi manusia 
yang dijamin oleh UUD 1945. 
2. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas yang mewajibkan setiap 
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya 
untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan 
tujuan pemberian kewenangna tersebut, tidak melampaui, tidak 
mencampuradukan kewenangan. Tergugat dalam mengeluarkan Surat 
Keputusan tersebut telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya 




jabatannya tanpa sebab, alasan dan pelanggaran disiplin yang jelas dan 
menurunkan/menonjobkan Penggugat. 
3. Asas kecermatan, bahwa suatu keputusan dan atau tindakan harus didasarkan 
pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas 
penetapan dana tau pelaksanaan keputusan tindakan yang bersnagkutan 




Oleh sebab itu Majelis Hakim memutuskan  untuk membatalkan objek 
sengketa berupa Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 821.23.160-2015 
tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Struktural  Eselon III dan IV 
dalam lingkup Pemerintahan Kota Makassar. 
Walikota Makassar dalam mengeluarkan sebuah Keputusan sebaiknya 
mencantumkan sebab dan alasan agar tidak terjadi cacat material didalam keputusan 
tata usaha negera tersebut.  
D. Pandangan Siyāsah Syar’iyah Terhadap Surat Keputusan Walikota Makassar 
Nomor 821.23.160-2015 pada Putusan Nomor.47/G/2015/Ptun.Mks 
Sesuai dengan penjabaran pada sub masalah sebelumnya, Walikota Makassar 
dalam mengeluarkan keputusan berupa Surat Keputusan Nomor 821.23.160-2015 
telah melanggar beberapa Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). 
Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik selain diperoleh dari hasil penelitian, 
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putusan hakim dan lain-lain, dapat digali pula dari sumber utama Siyăsah Syari’ah, 
yakni al-Quran dan Hadis. Sebagai contoh disebutkan antara lain asas tanggung 
jawab (al-mas-uliyyah), asas maslahat (al-mashlahah), dan asas pengawasan (al-
musahabah). Pengawasan (al-musahabah) terdiri dari pengawasan trasedental (al-
musahabah al-ilahiyah), pengawasan oleh pribadi (al-musahabah al-syakhsyiyyah), 




Berdasarkan Putusan No. 47/G/2015/PTUN.Mks Walikota Makassar dalam 
mengeluarkan keputusan tersebut bersifat sewenang-wenang dan tanpa landasan 
yang jelas. Sikap sewenang-wenang tersebut bertentangan dengan prinsip 
ketenagakerjaan dalam Islam, yaitu:
 79
 
1. Kemerdekaan manusia, ajaran Islam yang direpresentasikan dengan aktifitas 
kesolehan sosial Rasulullah saw. yang dengan tegas mendeklarasikan sikap 
anti diskriminasi untuk membangun sikap tata kehidupan masyarakat yang 
berkeadilan. Faktanya jabatan penggugat yang dinonjobkan tidak 
berlandaskan alasan yang jelas sehingga menimbulkan kerugikan bagi 
penggugat. 
2. Prinsip derajat kemulian manusia, Islam menempatkan apapun jenis 
profesinya, dalam posisi yang mulia dan terhormat. Kemulian orang yang 
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bekerja terletak pada kontribusinya bagi kemudahan orang lain yang 
mendapat jasa atau tenaganya. Faktanya penggugat telah memenuhi kriteria 
pegawai yang baik dengan nilai rata-rata 85.07 yang di jelaskan dalam bukti  
P.8 dan P.9 namun penggugat dinonjobkan jabatannya oleh Walikota tanpa 
alasan. 
Selain bertentangan dengan prinsip ketenagakerjaan dalam Islam, tindakan 
kesewenang-wenangan Walikota Makassar dalam mengeluarkan keputusan juga  
bertentangan dengan firman Allah swt. pada surat at-Taubah ayat 7 yaitu: 
…             
Terjemahannya: 
Maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku 




Kata ( ) istaqāmū terambil dari kata ( ) qawama yang digunakan 
untuk melukiskan pelaksanaan suatu pekerjaan dengan giat dan benar, dari sini kata 
tersebut dipahami dalam arti konsisten.
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Berdasarkan tafsir ayat tersebut, maka dapat dipahami bahwa ketika seorang 
telah melaksanakan pekerjaannya dengan giat dan benar, maka rekan atau bawahan 
atau atasan harus berlaku giat dan benar pula dalam pekerjaannya. Faktanya 
penggugat telah melaksanakan tugasnya dengan giat dan benar namun Walikota 
mengelurakan Surat Keputusan untuk menonjobkan si penggugat. 
Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran yang membuatnya harus di 
nonjobkan jabatannya, bahkan dalam bukti yang diberikan penggugat dan menjadi 
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bahan pertimbangan hakim bahwa penilaian kinerja yang diberikan oleh Pejabat 
Penilai yaitu 85,07 yang merupakan kategori baik sehingga kontradiktif bilamana 
Penggugat dijatuhi hukuman disiplin, bahwa kriteria yang dapat digunakan seorang 
pimpinan sebagai dasar pertimbangan untuk memberhentikan seseorang dari 
jabatannya antara lain apakah kinerja yang bersangkutan selama menduduki 
jabatannya dinilai tidak baik, apakah yang bersangkutan tidak berrhasil dalam 
melakukan tugasnya dan yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang 
melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun dari hasil 












Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Penilaian hakim terhadap Surat Keputusan Nomor 821.23.160-2015 yang 
dikeluarkan oleh Walikota Makassar tentang Pemberhentian dan 
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural 
Eselon III dan IV dalam Lingkup Pemerintahan Kota Makassar adalah 
bahwa Walikota Makassar telah melanggar Asas Kepastian Hukum, Asas 
Tidak Menyalahgunakan Kewenangan dan Asas Kecermatan dalam Asas-
Asas Umum Pemerintahan yang Baik. 
2. Sikap Walikota dalam menegluarkan surat keputusan bertentangan dengan 
pandangan siyāsah syar’iyah karena melanggar 2 prinsip yaitu prinsip derajat 
kemuliaan manusia dan prinsip keadilan anti diskriminasi. 
B. Implikasi Penelitian 
Sebuah penelitian senantiasa memberikan implikasi, adapun implikasi dari 
penelitian ini ialah sebagai berikut: 
1. Walikota Makassar dalam mengeluarkan suatu Keputusan yang ditujukan 
langsung kepada bawahannya agar dapat memperhatikan dengan cermat isi 





2. Diharapkan para Tata Usaha Negara dalam menerbitkan sebuah keputusan 
harus lebih transparan dan terbuka serta mencantumkan alasan dan sebab 
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